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ABSTRAKSI 

 

Nama  :  Gusti Ardian Rivandi Prananda 

NIM :  202210110311143 

Judul  :  Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Pemerintah 

Desa Sawoo Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Kabupaten Ponorogo 

 

Pembimbing  : 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. 

    2. Sumali, S.H., M.Hum. 

 

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar 

(pungli) oleh Pemerintah Desa Sawoo dalam pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ponorogo. Secara normatif, PTSL 

dirancang untuk mempercepat sertifikasi tanah dengan mekanisme yang murah, 

transparan, dan akuntabel; namun temuan empiris mengungkap adanya 

penyimpangan berupa pungutan biaya penyegelan tanah yang tidak memiliki dasar 

hukum, bersifat memaksa, dan bervariasi antar warga. Menggunakan pendekatan 

yuridis empiris melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen 

resmi, penelitian ini mengidentifikasi bentuk pungli, menilai mekanisme 

penyelesaiannya, dan menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli dilakukan secara 

sistematis oleh sekelompok aparatur desa yang menyalahgunakan kewenangan 

dengan menarik biaya di luar ketentuan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. 

Praktik tersebut menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat, menurunkan 

kepercayaan publik, dan menyimpang dari prinsip-prinsip good governance. 

Penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo melalui verifikasi, klarifikasi, 

penyidikan, serta pelimpahan perkara hingga pembuktian di Pengadilan TIPIKOR 

yang menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor menunjukkan 

berfungsinya mekanisme pengawasan eksternal dan supremasi hukum. Penelitian 

ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pungli sangat 

dipengaruhi oleh integritas aparatur, transparansi administrasi pertanahan, serta 

keberlanjutan pengawasan eksternal. Temuan ini berkontribusi pada penguatan 

hukum agraria, tata kelola pemerintahan desa, dan kajian sosio-legal, sekaligus 

menawarkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan implementasi PTSL yang 

bebas korupsi dan menjamin kepastian hukum masyarakat. 

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pungutan liar, Pemerintah desa Sawoo, 

Pendaftaran Tanah, PTSL. 
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ABSTRACT 

 

Name  :  Gusti Ardian Rivandi Prananda 

Identity Number    :  202110110311372 

Title  :  Law Enforcement Against Illegal Levies by the Sawoo 

Village Government in the Implementation of the Complete 

Systematic Land Registration (PTSL) Program in Ponorogo 

Regency 

Authors  : 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. 

  2. Sumali, S.H., M.Hum. 

 

This study examines the law enforcement process against illegal levies committed 

by the Sawoo Village Government during the implementation of the Complete 

Systematic Land Registration Program (PTSL) in Ponorogo Regency. Normatively, 

PTSL aims to accelerate land certification through procedures that are affordable, 

transparent, and accountable; however, empirical findings reveal deviations in the 

form of unauthorized land-sealing fees that lacked legal basis, were coercive in 

nature, and varied across residents. Employing an empirical juridical approach 

through interviews, field observations, and document analysis, this research 

identifies the types of illegal levies, evaluates the resolution mechanisms, and 

analyzes the decision of the Corruption Court (TIPIKOR). The findings show that 

illegal levies were carried out systematically by certain village officials who abused 

their authority by imposing fees contrary to Ministerial Regulation ATR/BPN No. 

6 of 2018. These practices imposed financial burdens on residents, eroded public 

trust, and deviated from the principles of good governance. The handling of the 

case by the Ponorogo District Prosecutor’s Office—through verification, 

clarification, investigation, and the submission of the case to TIPIKOR, which 

ultimately rendered a decision based on Article 11 of the Anti-Corruption Law—

demonstrates the effectiveness of external oversight and the upholding of the rule 

of law. This study affirms that effective law enforcement against illegal levies 

depends on the integrity of public officials, transparency in land administration, 

and the functionality of external supervisory mechanisms. The findings contribute 

to agrarian law development, village governance reform, and socio-legal 

scholarship, and provide strategic recommendations for ensuring a corruption-free 

PTSL implementation that guarantees legal certainty for the community. 

Keywords: Law enforcement, Illegal levies, Sawoo village government, Land 

registration, PTSL. 
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